
BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 

Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah DI Kelurahan Kolhua Kecamatan 

Maulafa, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Hukum 

Dalam indikator Pengetahuan Hukum hasil penelitian menunjukan sebesar 

15,38% orang banyak masyarakat belum mengetahui bagiamana syarat-syarat 

dan prosedur pembuatan sertifikat tanah. 

2. Pemahaman Hukum 

Dalam indikator Pemahaman Hukum hasil penelitian menunjukan sebesar 

15,38% orang yang paham mengenai pendaftaran tanah. 

3. Sikap Hukum 

Dalam indikator sikap hukum masyarakat menunjukkan bahwa sikap hukum 

yang dimiliki masyarakat dikategorikan positif, karena banyak dari mereka yang 

memberikan jawaban kooperatif mengenai pertanyaan yang telah diberikan. 

4. Pola Perilaku 

Dalam indikator pola perilaku masyarakat menunjukan sebanyak 15,38% orang 

saja yang memiliki pola perilaku mendaftarkan tanahnya dengan memiliki 

setifikat tanah. 



Dengan demikian Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak 

milik atas tanah di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa dikatakan rendah. Hal ini 

dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan pola perilaku 

hukum. Hal ini juga di buktikan dengan dari 13 orang responden, hanya 2 orang saja yang 

memiliki sertifikat. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran yaitu: 

a. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai 

program pendaftaran tanah, sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk 

mengatasi ketidaktahuan hukum mereka terutama dalam hal mendaftarkan tanahnya, 

khususnya Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, agar masyarakat dapat 

mengetahui dengan lebih baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur 

yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum. 

b. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran tanah 

yang baik dan benar, sebaiknya bertanya ataupun meminta bantuan pada pihak yang 

memahami mengenai pendaftaran dan prosedur pembuatan sertifikat tanah, walaupun 

hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya daripada tidak mengetahui apa-

apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hati karena ada juga oknum 

yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri. 

c. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan pendidikan (education), dalam hal ini dikarenakan pendidikan dapat 

dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan 

ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada dasarnya tentang 

bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang 



warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai 

kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh 

karena itu setelah mengetahui kemungkinan yang menyebabkan merosotnya 

kesadaran hukum masyarakat maka usaha pembinaan yang efektif dan efesien ialah 

dengan Pendidikan. 
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